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adalah kegiatan yang berkaitan penyusunan program kerja tata usaha
serta pengorganisasian kerja tata usaha dan juga pelaksanaan
administrasi standar isi di SMPN 3 Gresik, Program kerja tata usaha di
SMPN 3 Gresik telah disusun dan dilakukan dengan berbasis pada
organisasi dan standar isi. Di sekolah ini pelayanan merupakan hal yang
harus diutamakan, selalu berupaya menjadi yang terbaik, mem-berikan
perhatian penuh pada hal-hal yang nampak kecil, tidak membuat jarak
antar warga sekolah, melakukan sesuatu sebaik mungkin, dan toleransi
terhadap sesama warga sekolah.
_Kata Kunci: Evaluasi, Manajemen Tata Usaha.

This is an open access article under the CC BY SA license.

1. PENDAHULUAN

Tenaga kependidikan yang menjadi perhatian UU Sisdiknas dan PP No. 19 Tahun 2005 adalah:
Kepala Sekolah, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Pengawas Sekolah, Tenaga Laboratorium, dan Tenaga
Administrasi Sekolah (TAS). Salah satu upaya meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah
sesuai Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah antara lain
adalah melalui bimbingan teknis. Salah satu kompetensi manajerial kepala sekolah adalah mengelola
ketetausahan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah.

Tata Usaha Sekolah bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan bidang administrasi
dan informasi data pendidikan yang perlu dikelola oleh kepala sekolah dengan sebaik-baiknya sesuai
ketentuan yang berlaku. Tugas dan fungsi kepala sekolah adalah mengarahkan tata usaha sekolah
agar mampu memberikan pelayanan administratif secara prima serta melaksanakan pelayanan 7 K
yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan.
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Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas semua perlu dibuat program kerja yang
sistimatis, terarah, jelas, realitistis, dan dapat dilaksanakan oleh petugas ketatausahaan agar
pelayanan kepada guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, instransi terkait, dan masyarakat lainnya
dapat berjalan seoptimal mungkin.

Wewenang dilakukan oleh seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar
tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian maka yang
dimaksud dengan pendelegasian wewenang adalah penyerahan untuk menggambil tindakan yang
diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu
dengan yang lain.

Dalam hal ini, suatu administrasi tentang standar sarana dan prasarana sekolah akan lebih
cepat, tepat, dan mudah dikerjakan apabila menggunakan program komputer, meskipun dengan
program yang sangat sederhana. Pencarian informasi yang terkait dengan administrasi standar
sarana dan prasarana untuk berbagai keperluan misalnya mengetahui barang inventaris sekolah, dan
mengetahui sarana dan prasarana sekolah yang belum dan sudah memenuhi standar sarana dan
prasarana yang yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tata Usaha (TU) merupakan salah satu unit kerja pendukung dalam organisasi dan
mempunyai kedudukan yang strategis di dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan tugas dan
fungsinya TU sebagai supporting unit yang menjadikan unit ini sama pentingnya dengan unit lain
yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan unit ini untuk senantiasa
dapat memberi layanan yang baik terhadap pelanggan internal maupun pelanggan eksternalnya.

Belakangan ini banyak bermunculan tentang persekolahan modern dengan berbagai nama,
seperti: Sekolah Unggul, Sekolah Terpadu, Sekolah Percontohan, boarding school dan seterusnya. Di
beberapa negara maju gerakan ini dinamakan dengan ide Sekolah Efektif. Ciri utama sekolah efektif,
berdasarkan berbagai riset meliputi: (a) kepemimpinan instruksional yang kuat; (b) harapan yang
tinggi terhadap prestasi siswa; (c) adanya lingkungan belajar yang tertib dan nyaman; (d)
menekankan kepada keterampilan dasar; (e) pemantauan secara kontinyu terhadap kemajuan siswa;
dan (f) terumuskan tujuan sekolah secara jelas (Davis & Thomas, 1989: 12).

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penelitian ini sengaja difokuskan pada manajemen
tata usaha di SMPN 3 Gresik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap manajemen
tata usaha di SMPN 3 Gresik, dan untuk melihat proses dan hasilnya dimana penelitian yang
berkaitan dengan manajemen tata usaha selama ini belum banyak dilakukan. Selama ini penelitian
yang bersifat pengembangan model, banyak mengembangkan model pembelajarannya saja. evaluasi
terhadap manajemen tata usaha kami pandang sangat sesuai untuk manajemen pendidikan.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, maka penelitian evaluasi ini sengaja difokuskan pada
evaluasi pelaksanaan khususnya ditinjau dari proses pelaksanaan dan dampaknyadalam manajemen
sekolah. Agar mendapat masukan yang obyektif, maka yang dilibatkan sebagai responden adalah
guru, kepala sekolah, dan karyawan sekolah.

Dari latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai Bagaimana
penyusunan program kerja tata usaha serta pengorganisasian kerja tata usaha dan juga pelaksanaan
administrasi standar isi di SMPN3 Gresik.
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2. KAJIAN TEORI
2.1 Program Kerja Tata Usaha

Tata Usaha Sekolah merupakan bagian integral dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan
bidang administrasi dan informasi data pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Kepala sekolah
memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola tata usaha sekolah dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Tugas utama dan fungsi kepala sekolah adalah mengarahkan tata
usaha sekolah agar mampu memberikan pelayanan administratif yang prima dan menjalankan
prinsip 7 K, yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, dan
Kerindangan.

Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibuat program kerja tata usaha sekolah yang sistematik,
terarah, jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan oleh petugas ketatausahaan. Program Kkerja ini
bertujuan sebagai berikut: Pertama, program kerja tata usaha sekolah membantu kepala sekolah
dalam mengarahkan tata usaha sekolah dengan lebih baik. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi seluruh aspek administratif di sekolah. Kedua, program kerja ini menjadi pedoman kerja
bagi staf tata usaha sekolah dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Hal ini membantu memastikan
bahwa seluruh proses administratif di sekolah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ketiga, program kerja tata usaha sekolah juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja
tata usaha sekolah. Dengan adanya program kerja yang terstruktur, evaluasi kinerja dapat dilakukan
secara objektif, dan perbaikan dapat diimplementasikan.

Dalam menyusun program kerja tata usaha sekolah, latar belakang, tujuan, dan fungsi program
kerja harus dipertimbangkan dengan seksama. Ini mencakup: Pertama, pemahaman yang mendalam
tentang keadaan obyektif tata usaha sekolah, termasuk sumber daya, peraturan, dan tantangan yang
dihadapi. Kedua, program kerja tata usaha selama satu tahun pelajaran yang mencakup jenis kegiatan
yang akan dilakukan, indikator pencapaian, hasil yang dicapai, penanggung jawab, alokasi biaya, dan
jadwal pelaksanaan kegiatan. Dengan program kerja yang terstruktur dan terperinci, kepala sekolah
dan staf tata usaha sekolah dapat lebih efektif dalam mengelola tata usaha sekolah dan memberikan
pelayanan prima kepada guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, instansi terkait, dan masyarakat
secara keseluruhan.

2.2 Pengorganisasian tata Usaha

Pengorganisasian, seperti yang dikemukakan oleh Handoko (2003), adalah suatu proses yang
melibatkan beberapa aspek kunci dalam sebuah organisasi. Pertama, pengorganisasian melibatkan
penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini
mencakup identifikasi dan alokasi sumber daya yang sesuai, seperti sumberdaya keuangan, fisik, dan
manusia. Kedua, pengorganisasian melibatkan proses perancangan dan pengembangan struktur
organisasi yang akan membawa sumber daya dan kegiatan tersebut ke arah tujuan yang telah
ditetapkan.

Selain itu, pengorganisasian juga melibatkan penugasan tanggung jawab tertentu kepada
individu-individu yang bekerja dalam organisasi. Ini mencakup distribusi tugas dan tanggung jawab
kepada anggota organisasi sesuai dengan peran dan kualifikasi mereka. Terakhir, pengorganisasian
melibatkan pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu tersebut untuk
melaksanakan tugas-tugas mereka.

Pengorganisasian juga mencakup pengaturan kerja bersama sumberdaya keuangan, fisik, dan
manusia dalam organisasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang sesuai
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dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang mempengaruhi organisasi
tersebut. Dalam konteks sekolah sebagai UPT, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penting
dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan sekolah.

Struktur organisasi dalam sebuah sekolah, sebagaimana diatur dalam SK Mendiknas Nomor
053/U/2001 Tanggal 19 April 2001, melibatkan beberapa komponen utama. Ini mencakup kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, urusan tata usaha sekolah, unit laboratorium, unit perpustakaan, dan
dewan guru. Struktur organisasi tersebut memiliki tujuan utama, yakni membentuk ciri-ciri khas
organisasi, mengendalikan kordinasi dan motivasi, mengarahkan perilaku individu dalam
berorganisasi, merespons perubahan lingkungan, teknologi, dan sumberdaya manusia, serta
mengembangkan organisasi secara keseluruhan. Dengan struktur organisasi yang terdefinisi dengan
baik, sekolah dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya.

2.3 Struktur Organisasi SMP

Dalam pengaturan tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi, terdapat beberapa konsep
kunci yang perlu dipahami. Pertama, pembagian tugas merupakan proses pengelompokan tugas-
tugas yang serupa atau memiliki keterkaitan erat sehingga dapat diemban oleh individu atau pejabat
tertentu, seperti kepala seksi atau bendahara. Hal ini penting karena setiap individu memiliki
kemampuan, kecakapan, dan spesialisasi yang berbeda, serta tidak dapat melakukan dua tugas
sekaligus. Oleh karena itu, pembagian tugas memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan,
keahlian, pangkat, umur, kesehatan, loyalitas, dan disiplin pegawai.

Kedua, rincian tugas merupakan langkah penting setelah pembagian tugas. Rincian tugas
menjelaskan secara terperinci apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab individu atau pejabat,
sehingga tidak ada ruang bagi penghindaran tanggung jawab. Semua tugas dan tanggung jawab sudah
tertera dengan jelas dalam rincian tugas.

Ketiga, pendelegasian wewenang adalah upaya seorang pejabat untuk memberikan
wewenang kepada individu atau pejabat lain agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan
dengan baik. Ini bukanlah penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak
dari satu pejabat ke pejabatlainnya. Dalam pendelegasian wewenang, hal-hal yang perlu diperhatikan
mencakup batas wewenang, tanggung jawab, keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung
jawab, pendapat yang diberikan oleh individu yang diberi wewenang, pembimbingan, pengontrolan,
dan memastikan bahwa pejabat yang diberi wewenang dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Tanggung jawab adalah kewajiban bagi pejabat untuk melaksanakan semua tugas yang diberikan
padanya. Dengan pemahaman yang baik tentang pembagian tugas, rincian tugas, dan pendelegasian
wewenang, organisasi dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

2.4 Administrasi Standar Isi

Beberapa tahun terakhir ini pemerintah memperkenalkan dan menggalakkan manajemen
peningkatan mutu berbasis sekolah (School Based Quality Improvement), yang lebih dikenal dengan
MBS atau Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) atau di sekolah-sekolah terkenal
dengan sebutan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam penerapan kurikulum
merdeka merupakan suatu model manajemen sekolah yang lebih menekankan pada otonomi sekolah
dan partispasi stakeholder sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah. Orang kunci yang yang
menentukan sukses atau gagalnya implementasi MBS adalah kepala sekolah pada kurikulum
merdeka.
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Keefektifan suatu sekolah dalam menggapai visi, mengemban misi, dan mencapai tujuan dan
sasaran sekolah mempersyaratkan adanya seorang kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah
merupakan orang kunci yang turut menentukan kefektifan suatu sekolah. Pernyataan ini sejalan
dengan pendapat Hoy & Miskel (2005:283) yang menyatakan, “A commonly heard contention is that
principals are the key to school effectiveness.” Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif merupakan
fungsi organik dalam penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Kehadiran kepala sekolah
yang efektif merupakan komponen organik, sebab bagaimanapun banyaknya sarana dan prasarana
pendidikan yang dimiliki sekolah, betapapun besarnya dana yang tersedia bagi pembiayaan
operasional sekolah, dan betapapun banyaknya sumber daya manusia yang tersedia untuk
mengoperasikan kegiatan sekolah, semuanya akan sia-sia belaka bilamana tidak dikelola secara
efektif dan efisien oleh kepala sekolah.

Dalam rangka implementasi MPMBS diperlukan kepala sekolah yang memiliki kompetensi
manajerial sesuai dengan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah. Salah satu kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah adalah mengelola
ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta
didik di sekolahah/madrasah. Untuk maksud tersebut, calon kepala sekolah/madrasah dipandang
perlu diberikan bimbingan teknik tentang manajemen ketetausahaan sekolah/madrasah.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang
perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu delapan standar
nasional pendidikan: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (5) standar
pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) standar pengelolaan, (8)
standar pembiayaan, dan (9) standar penilaian pendidikan

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatip. Dalam
penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah kegiatan yang berkaitan penyusunan program
kerja tata usaha serta pengorganisasian kerja tata usaha dan juga pelaksanaan administrasi standar
isi di SMPN3 Gresik. Fokus dalam artikel ini adalah hal yang berkaitan dengan (1) pengorganisasian
kerja tata usaha; (2 pelaksanaan administrasi standar isi di SMPN 3 Gresik, Untuk itu pendekatan
yang dianggap cocok untuk digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengorganisasian tata usaha sekolah berdasarkan budaya mutu melibatkan beberapa aspek
penting yang telah dijelaskan oleh kepala sekolah kami. Dalam konteks manajemen tata usaha
sekolah, struktur organisasi memiliki peran utama. Struktur organisasi yang telah dibangun memiliki
beberapa tujuan strategis, yaitu, pertama, membentuk identitas khas yang membedakan sekolah
kami dan digunakan untuk mengendalikan orang-orang yang bekerja bersama dan sumberdaya
organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, struktur organisasi membantu dalam
mengendalikan kordinasi dan motivasi di antara personel sekolah, memastikan agar setiap anggota
organisasi bekerja sejalan. Ketiga, struktur ini juga berperan dalam mengarahkan perilaku individu
dalam konteks berorganisasi, mengikuti prinsip-prinsip budaya mutu yang telah diterapkan.
Terakhir, struktur organisasi ini mampu merespons perubahan lingkungan, teknologi, dan
sumberdaya manusia, sambil tetap berfokus pada pengembangan organisasi secara keseluruhan.

.|
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Dengan pendekatan yang berbasis budaya mutu ini, sekolah kami berkomitmen untuk meningkatkan
mutu layanan tata usaha agar mencapai tujuan pendidikan yang optimal.

Struktur organisasi yang diterapkan di SMPN 3 Gresik didasarkan pada dokumen resmi yang
ada. Struktur organisasi sekolah ini terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, ada kepala
sekolah yang memegang peran penting dalam mengelola seluruh operasi sekolah. Kepala sekolah
bertanggung jawab atas kebijakan dan pengambilan keputusan utama yang berkaitan dengan
pendidikan dan administrasi. Kedua, terdapat wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah
dalam menjalankan tugas-tugasnya dan dapat menggantikan kepala sekolah dalam hal yang
diperlukan.

Selain itu, terdapat urusan tata usaha sekolah yang bertanggung jawab atas administrasi dan
manajemen sumber daya sekolah. Unit laboratorium berfungsi sebagai fasilitas pendukung
pembelajaran yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana yang diperlukan untuk eksperimen dan
praktikum. Unit perpustakaan memiliki peran penting dalam memberikan akses ke sumber-sumber
ilmiah dan literatur yang mendukung proses belajar-mengajar di sekolah.

Terakhir, terdapat dewan guru, yang terdiri dari para pendidik di sekolah tersebut. Dewan
guru berperan dalam menyusun rencana pembelajaran, mengembangkan kurikulum, serta
memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan.
Keseluruhan struktur organisasi ini merupakan landasan penting dalam menjalankan operasi
sekolah dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh SMPN 3 Gresik. Adapun struktur
organissi SMPN 3 Gresik seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Badan peran serta
masyarakat komite Kepala Sekolah
sekoah -
Wakil Kepala Sekolah
Unit laboratorium Tata Usaha
Sekolah
Unit Perpustakaan

Dewan
Guru

Gambar 1 Struktur Organisasi SMPN 3 Gresik

Berdasarkan informasi dari Ibu ESW, Kepala TU di SMPN 3 Gresik, terdapat langkah-langkah
penting yang telah diambil untuk mengorganisasi dan mengelola tata usaha sekolah dengan baik.
Salah satu langkah pertama adalah pembagian tugas, yang mempertimbangkan berbagai faktor
seperti tingkat pendidikan, keahlian, pangkat, usia, kesehatan, loyalitas, dan disiplin pegawai.
Pembagian tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki peran yang sesuai
dengan kualifikasi dan karakteristiknya.
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Setelah pembagian tugas dilakukan, langkah selanjutnya adalah pembuatan rincian tugas.
Rincian tugas ini merupakan panduan yang sangat penting bagi pegawai, sehingga mereka dapat
memahami secara detail apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan adanya rincian
tugas, pegawai tidak dapat menghindari atau mengelak dari tanggung jawab mereka, karena semua
tugas telah terdefinisi dengan jelas.

Selain itu, pendelegasian wewenang juga merupakan bagian penting dari manajemen tata
usaha sekolah. Pendelegasian wewenang memungkinkan seorang pejabat untuk memberikan
wewenang kepada individu lain agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik.
Dalam pendelegasian wewenang, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk batas
wewenang, tanggung jawab, keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab,
mendengarkan pendapat dari individu yang diberi wewenang, membimbing, mempercepat, dan
melakukan pengawasan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, SMPN 3 Gresik berkomitmen untuk mengelola tata
usahanya dengan baik dan memastikan bahwa pelayanan yang prima dapat diberikan dalam
mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam konteks budaya mutu yang telah diterapkan. Selain itu,
struktur organisasi sekolah yang telah disebutkan sebelumnya juga berperan penting dalam
membentuk identitas sekolah dan mengarahkan perilaku anggota organisasi menuju tujuan yang
telah ditetapkan. Semua langkah ini adalah langkah-langkah penting dalam upaya pengorganisasian
tata usaha sekolah yang efektif.

Berdasarkan data dari hasil kuisioner dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa tingkat dukungan responden terhadap pengorganisasian tata usaha di SMPN 3 Gresik
mencapai sekitar 82%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengorganisasian kurikulum,
pengorganisasian kesiswaan, pengorganisasian sarana prasarana, dan pengorganisasian humas di
sekolah ini telah dinilai sangat baik oleh sebagian besar responden.

Observasi yang dilakukan peneliti juga menguatkan hasil kuisioner tersebut. Terlihat bahwa
di SMPN 3 Gresik, terdapat komunikasi yang aktif antara kepala sekolah dengan guru, karyawan, dan
siswa. Komunikasi ini berlangsung baik melalui pertemuan formal seperti rapat dan pengarahan,
maupun melalui interaksi non formal. Hal ini memberikan dorongan positif dalam menciptakan rasa
kepemilikan terhadap sekolah dan dalam menjalankan ketatausahaan sekolah yang berbasis budaya
mutu.

Dengan dukungan kuat dari para responden dan praktek baik dalam pengorganisasian tata
usaha, SMPN 3 Gresik dapat terus meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan sekolahnya. Ini
adalah langkah positif dalam mencapai tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian
pendidikan yang optimal bagi siswa-siswanya.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa Standar Isi yang telah dikembangkan di SMPN 3 Gresik mencakup berbagai aspek
administrasi yang penting. Salah satu komponen utama dalam Standar Isi tersebut adalah
administrasi terkait dengan struktur kurikulum. Struktur kurikulum di SMPN 3 Gresik terdiri dari 16
mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Ini adalah langkah penting dalam merinci
bagaimana kurikulum diorganisasi di sekolah ini.

Selain struktur kurikulum, Standar Isi juga mencakup aspek beban belajar yang menjadi
pedoman dalam menentukan jumlah materi yang harus dipelajari oleh siswa dalam kurun waktu
tertentu. Hal ini membantu mengatur proses pembelajaran agar sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
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SMPN 3 Gresik juga telah merinci kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut dan
mengintegrasikannya dalam kalender akademik. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh
kegiatan dan materi pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah
ditetapkan. Dengan adanya Standar Isi yang komprehensif, SMPN 3 Gresik memiliki pedoman yang
jelas dalam mengelola administrasi terkait dengan kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik.
Hal ini menjadi landasan penting dalam menjalankan operasi pendidikan sekolah dengan efektif dan
efisien.

Adapun struktur kurikulum SMPN 3 Gresik pada Program IPA kelas x dan xi yaitu seperti yang
ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 1. Struktur Kurikulum SMPN 3 Gresik Pada Program IPA Kelas x dan xi

Alokasi Waktu
Komponen Kelas XI Kelas IX
Smtl Smt2 Smtl Smt2

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 2 2 2 2
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4 4 4
4. Bahasa Inggris 4 4 4 4
5.  Matematika 4 4 4 4
6. Fisika 4 4 4 4
7. Kimia 4 4 4 4
8. Biologi 4 4 4 4
9. Sejarah 1 1 1 1
10. Seni Budaya 2 2 2 2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga 2 2 2 2
dan Kesehatan
12. Teknolqgl _ Informasi dan 9 9 9 9
Komunikasi
13. Keterampilan/ Bahasa Asing 2 2 2 2
B. Muatan Lokal 2 2 2 2
C. Pengembangan Diri 2%) 2%) 2%) 2%)
Jumlah 39 39 39 39

Dalam upaya melaksanakan kegiatan ketatausahaan dibuat program kerja yang sistimatis,
terarabh, jelas, realitistis, dan dapat dilaksanakan oleh petugas ketatausahaan agar pelayanan kepada
guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, instransi terkait, dan masyarakat lainnya dapat berjalan
seoptimal mungkin.

Tata Usaha Sekolah bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan bidang administrasi
dan informasi data pendidikan yang perlu dikelola oleh kepala sekolah dengan sebaik-baiknya sesuai
ketentuan yang berlaku. Tugas dan fungsi kepala sekolah adalah mengarahkan tata usaha sekolah
agar mampu memberikan pelayanan administratif secara prima serta melaksanakan pelayanan 7 K
yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan.
Untuk melaksanakan kegiatan itu semua perlu dibuat program kerja yang sistimatis, terarah, jelas,
realitistis, dan dapat dilaksanakan oleh petugas ketatausahaan agar pelayanan kepada guru,
karyawan, siswa, orang tua siswa, instransi terkait, dan masyarakat lainnya dapat berjalan seoptimal
mungkin.
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Pembuatan rencana kerja tata usaha sekolah bertujuan sebagai: 1) pengalaman kepala sekolah
untuk mengarahkan tata usahanya. 2) pedoman kerja bagi tata usaha sekolah untuk melaksanakan
tugasnya. 3) tolak ukur untuk mengukur kinerja tata usaha sekolah. Latar belakang, tujuan dan fungsi
program kerja tata usaha meliputi: 1) mengetahui keadaan obyektif tata usaha Sekolah, 2) program
Kerja tata usaha selama satu tahun pelajaran yang mencakup jenis, dan 3) kegiatan, indikator, hasil
yang dicapai, penanggung jawab, biaya, dan jadwal kegiatan.

Sruktur organisasi yang dibentuk di SMPN 3 Gresik bertujuan: (1) membentuk ciri-ciri khas
organisasi sekolah kami yang digunakan untuk mengendalikan orang-orang yang bekerja sama dan
sumberdaya organisasi dalam mencapai tujuan; (2) mengendalikan kordinasi dan motivasi; (3)
mengarahkan perilaku orang-orang dalam berorganisasi; dan (4) merespons pemanfaatan
lingkungan, teknologi, dan sumberdaya manusia; dan mengembangkan organisasi.

Pengorganisasian menurut Handoko (2003) ialah: (1) penentuan sumberdaya dan kegiatan
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) proses perancangan dan pengembangan
suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, (3) penugasan tanggung
jawab tertentu, dan (4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk
melaksanakan tugas-tugasnya.

Struktur organisasi bertujuan: (1) membentuk ciri-ciri khas organisasi yang digunakan untuk
mengendalikan orang-orang yang bekerja sama dan sumberdaya organisasi dalam mencapai tujuan;
(2) mengendalikan kordinasi dan motivasi; (3) mengarahkan perilaku orang-orang dalam
berorganisasi; dan (4) merespons pemanfaatan lingkungan, teknologi, dan sumberdaya manusia; dan
mengembangkan organisasi

Di tambahkan pula oleh Handoko (2003) pengorganisasian ialah pengaturan kerja bersama
sumberdaya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi. Pengorganisasian merupakan
penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya yang dimilikinya,
dan lingkungan yang melingkupinya. Sekolah sebagai UPT wajib dikelola kepala sekolah dengan
sebaik-baiknya agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan.

Administrasi Standar isi yang dikembangkan di SMPN 3 Gresik memuat administrasi struktur
kurikulum, beban belajar, kurikulum SMPN 3 Gresik, dan kalender akademik. Keefektifan suatu
sekolah dalam menggapai visi, mengemban misi, dan mencapai tujuan dan sasaran sekolah
mempersyaratkan adanya seorang kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan orang
kunci yang turut menentukan kefektifan suatu sekolah. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Hoy
& Miskel (2005:283) yang menyatakan, “A commonly heard contention is that principals are the key
to school effectiveness.” Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif merupakan fungsi organik dalam
penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Kehadiran kepala sekolah yang efektif merupakan
komponen organik, sebab bagaimanapun banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki
sekolah, betapapun besarnya dana yang tersedia bagi pembiayaan operasional sekolah, dan
betapapun banyaknya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengoperasikan kegiatan sekolah,
semuanya akan sia-sia belaka bilamana tidak dikelola secara efektif dan efisien oleh kepala sekolah.

Dalam rangka implementasi MPMBS diperlukan kepala sekolah yang memiliki kompetensi
manajerial sesuai dengan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah. Salah satu kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah adalah mengelola
ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta
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didik di sekolahah/madrasah. Untuk maksud tersebut, calon kepala sekolah/madrasah dipandang
perlu diberikan bimbingan teknik tentang manajemen ketetausahaan sekolah/madrasah.

5. KESIMPULAN

Program kerja tata usaha di SMPN 3 Gresik telah disusun dan dilakukan dengan berbasis pada
organisasi dan standar isi. Di sekolah ini pelayanan merupakan hal yang harus diutamakan, selalu
berupaya menjadi yang terbaik, mem-berikan perhatian penuh pada hal-hal yang nampak kecil, tidak
membuat jarak antar warga sekolah, melakukan sesuatu sebaik mungkin, dan toleransi terhadap
sesama warga sekolah. Setelah itu pengorganisasian kerja tata usaha di SMPN 3 Gresik. Untuk
melaksanakan kegiatan ketatausahaan dilakukan upaya kerja yang sistimatis, terarah, jelas,
realitistis, dan dapat dilaksanakan oleh petugas ketatausahaan agar pelayanan kepada guru,
karyawan, siswa, orang tua siswa, instransi terkait, dan masyarakat lainnya dapat berjalan seoptimal
mungkin.

Administrasi standar isi yang ada di SMPN 3 Gresik melibatkan peran aktif pihak terkait,
khususnya guru. Standar isi yang dikembangkan di sekolah memuat administrasi struktur kurikulum,
beban belajar, kurikulum SMP dan kalender akademik.
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